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ABSTRAK

Amnesti pajak tahun 2016 belum berhasil secara objektif maupun secara
subjektif. Ukuran objektif amnesti pajak adalah repatriasi harta dan uang tebusan
amnesti pajak yang belum diimbangi dengan pembentukan karakter subjektif Wajib
Pajak (WP). Objektivitas amnesti pajak merupakan logosentrisme materialis yang
abai terhadap nilai-nilai lokalitas. Nilai-nilai lokalitas yang dimarjinalkan dalam
amnesti pajak merupakan nilai-nilai ideologis berbangsa dan bernegara. Landasan
moral amnesti pajak seyogyanya dijiwai nilai religius dan nilai-nilai humanistik sebagi
praksisnya sehingga mampu mewujudkan keadilan sosial Pancasila.

Upaya mewujudkan nilai-nilai humanistik (tepa selira, gotong royong, dan tat
twam asi) dalam bingkai religiositas pada amnesti pajak melalui dekonstruksi. Peneliti
menggunakan historisitas, rasionalitas, dan aktualitas pemikiran Latif (2011) untuk
menghasilkan usulan konsep amnesti pajak humanistik religius berkeadilan (HRK 1).
Peneliti mengembangkan metode penelitian dengan menambahkan metode
preskriptif Pancasila untuk memproyeksikan konsep amnesti pajak HRK 1 menjadi
praksis amnesti pajak HRK 2 yang tidak terbatas pada amnesti pajak hamun juga
pada revisi amandemen Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (RUU KUP). Hasil wawancara mendalam dengan informan-informan
penelitian yang terlibat langsung dalam penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan
amnesti pajak peneliti susun dalam tema-tema yang dilengkapi dengan kontemplasi
olah akal dan rasa.

Peneliti menemukan konsep amnesti pajak menggunakan pemikiran keadilan
utilitarian berlandaskan asas proporsionalitas, tentunya tidak sesuai dengan nilai
keadilan humanistik religius Pancasila. Amnesti pajak lebih mengedepankan
kepastian hukum dari pada pemenuhan rasa keadilan sebagai konsekuensi logis dari
kebijakan amnesti pajak. Hasil penelusuran teks modernitas (individualis, rasionalis,
dan materialis) selanjutnya peneliti silang atau coret. Upaya memusatkan nilai
humanistik religius pada amnesti pajak dengan mengganti asumsi objektivitas
(materialis) dengan asumsi subjektivitas (sosial religius). Nilai-nilai keadilan Pancasila
yaitu humanistik (tepa selira, gotong royong, dan tat twam asi) dalam bingkai
religiositas sebagai perwujudan keadilan sosial berlandaskan Pancasila dipusatkan
dalam kebijakan amnesti pajak dan kebijakan yang terkait lainnya.

Usulan konsep amnesti pajak yang mengedepankan nilai humanistik (tepa
selira, gotong royong, dan tat twam asi) sebagai praksis bagi WP maupun otoritas
pajak dalam bingkai religiositas. Hasil penelitian memberikan kontribusi teori melalui
usulan konsep amnesti pajak dan revisi RUU KUP yang humanistik religius
berkeadilan. Kontribusi praktiknya dengan menjadikan nilai religius sebagai landasan
moral bagi otoritas pajak maupun WP dan nilai humanistik sebagai praksisnya dalam
wujud amnesti pajak dan revisi RUU KUP yang HRK 2.

Kata Kunci: Amnesti Pajak, Dekonstruksi, Humanistik Religius, Keadilan
Pancasila, Modernitas



ABSTRACT

Tax amnesty in 2016 has not been objectively or subjectively successful. The
objective measure of tax amnesty is repatriation of assets and ransom of tax amnesty,
which have not been balanced by the subjective character-building of taxpayers. The
objectivity of tax amnesty is materialist logocentrism, which neglects the values of
locality—that is, the ideological values of the nation and state. The moral foundation
of tax amnesty should be imbued with religious values and humanistic values as a
praxis to be able to realize the social justice of Pancasila.

The efforts to realize humanistic values (tepa selira, gotong royong, and tat
twam asi) in the frame of religiosity aim at tax amnesty through deconstruction. The
researcher used historicity, rationality, and the actuality of Latif’'s (2011) thought to
produce proposals for the tax amnesty concept of humanistic religious justice (HRJ
1). The researcher developed a research method by adding a prescriptive method of
Pancasila to project the concept of tax amnesty (HRJ 1) as the praxis of tax amnesty
(HRJ 2), which is not limited to tax amnesty but also includes the revision amendment
of the Provision and Tax Procedures. The researcher compiled the results of in-depth
interviews with research informants who were directly involved in the preparation,
validation, and implementation of the tax amnesty into themes complemented by
contemplation of intuition and sense.

The researcher found that the concept of tax amnesty uses the idea of
utilitarian justice based on the principle of proportionality, certainly not in accordance
with the values of Pancasila’s religious humanistic justice. Tax amnesty prioritizes
legal certainty over fulfilling a sense of justice as a logical consequence of the tax
amnesty policy. The researcher then crossed out or erased the results of the modern
text traces (individualist, rationalist, and materialist). Efforts were identified to impose
centralized religious humanistic values on tax amnesty by replacing the assumption
of objectivity (materialist) with the assumption of subjectivity (social religious).
Pancasila’s justice values of humanism (tepa selira, gotong royong, and tat twam asi)
in the frame of religiosity as a manifestation of social justice based on Pancasila are
centred in the policy of tax amnesty and other related policies.

The proposed concept of tax amnesty emphasizes humanistic values (tepa
selira, gotong royong, and tat twam asi) as a praxis for taxpayers and tax authorities
in the frame of religiosity. The results of the research contribute to theory through the
proposed concept of tax amnesty and the revision amendment of the Provision and
Tax Procedures, which are both forms of religious humanistic justice. The practical
contribution is to make religious values the moral foundation for tax authorities and
taxpayers and to use humanistic values as praxis in the form of tax amnesty and the
revision amendment of the Provision and Tax Procedures, which is HRJ 2.

Keywords: Tax Amnesty, Deconstruction, Humanity Religiosity, Social Justice of
Pancasila, Modernity
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BAB |
PENDAHULUAN

“Mungkin kita enggak bisa ungguli Italia dan Brazil dalam sepak bola.
Tapi, dalam tax amnesty kita bisa"
(Ken Dwijugiasteadi, Tempo 3-9 Oktober 2016: 12)
1.1. Latar Belakang Masalah

Amnesti pajak! merupakan kebijakan pragmatis pemerintah dalam
kepanikan menghadapi tingginya target penerimaan pajak yang belum didukung
dengan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Fenochietto dan Pessino (2013)
menyatakan bahwa Indonesia hanya mampu mengumpulkan 47% penerimaan
pajak dari potensinya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perlu
ditelisik lebih lanjut, Alm (1998); Alm dan Beck (1993); Alm, Martinez-Vazquez,
dan Wallace (2009); Alm, Mckee, dan Beck (1990) menyatakan bahwa amnesti
pajak di Amerika dan Rusia hanya mampu menambah penerimaan pajak hamun
belum mampu meningkatkan kepatuhan WP. Menurut Ragimun (2014)
pelaksanaan amnesti pajak di Indonesia pada tahun 1964 dan 1984 kurang efektif
dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP.

Akar permasalahan rendahnya kepatuhan WP adalah rendahnya karakter
kejujuran pada diri WP. Namun, merujuk pada UU No. 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak (UU PP), tujuan utama amnesti pajak adalah mempercepat
pertumbuhan dan restrukturasi ekonomi yang abai dalam pembentukan karakter
WP. Pemerintah menekankan pengalihan harta (repatriasi) dengan menarik harta
Warga Negara Indonesia (WNI) yang terparkir di luar negeri ke dalam negeri. Harta

maupun uang tebusan adalah suatu materi yang dipersyaratan dalam upaya

(Baer & Borgne, 2008) mendefiniskan Tax Amensty as a limited-time offer by government to a
specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax
liability (including interest and penalties), relating to tax a previous tax period (s) as well as
freedom form legal prosecution.



memperoleh pengampunan pemerintah merupakan ciri modernitas. Secara
ontologi, modernisme memandang realitas sosial merupakan realitas yang konkrit
dan bisa diukur dengan pasti sebagai sesuatu yang tunggal dan meniadakan
realitas yang ideal, nominal, dan abstrak (Rosenau, 1992:17; Triyuwono, 2011).
Realitas amnesti pajak yang mengutamakan materi (Darmayasa, Sudarma,
Achsin, dan Mulawarman, 2016; Sayidah, 2015) merupakan kebijakan modernitas
yang tidak terlepas dari karakter pemerintah yang berada dalam lingkup
objektivitas.

Karakteristik manusia modern lebih mengedepankan optimalisasi,
rasionalisasi, dan bersifat individual bukan komunal (Doucouliagos, 1994;
Suriasumantri, 1985:266; Vaida dan Ormenisan, 2013). Lebih lanjut Mulawarman
(2013) berpandangan bahwa manusia modern adalah manusia yang berpusat
pada dirinya, memandang hal di luar dirinya tidak berperan termasuk Tuhan. Pola
pikir manusia ekonomikus mengalami kesalahan filosofis yang dipengaruhi oleh
pemikiran Adam Smith (1723-1790) yang menggiring segala tindakan yang
menguntungkan pribadi manusia secara ekonomi. Kesalahan filosofis pemikiran
ini diawali dari kesalahan pemikiran para akademisi yang mengajarkan ilmu
ekonomi yang salah. Kesalahan ini, diakui Mubyarto setelah pulang dari Amerika
tahun 1965 terjadi karena proses pengajaran yang didominasi dengan pendekatan
deduktif yang belum diseimbangkan dengan pola induktif (Dumairy dan Nugroho,
2014:21-22).

Kesalahan filosofis pemikiran baik secara langsung maupun tidak langsung
memengaruhi pola pikir pemerintah dalam menyusun kebijakan. Kebijakan
perpajakan yang memusatkan pada materi cenderung menggiring pengguna
kebijakan melakukan pemanfaatan yang mengarah pada praktik yang
menguntungkan manusia secara ekonomi. Aspek rasionalitas mendominasi dalam

penentuan pilihan yang menguntungkan secara individu pada saat menghadapi



kebijakan yang memusatkan materi sebagai keberhasilannya (Doucouliagos,
1994). Praktik-praktik tax avoidance? dan tax evasion®* muncul akibat manusia
mengedepankan karakter homo ekonomikus.

Implikasi praktik-praktik tax avoidance dan tax evasion yang dilakukan oleh
manusia yang mengedepankan karakter homo ekonomikus mengakibatkan
rendahnya tax ratio. Pemerintah yang mengukur keberhasilan pemungutan pajak
dengan ukuran tax ratio (ukuran material) cenderung mengarahkan kebijakan
berikutnya lebih bersifat objektif. Tujuan objektif kebijakan UU PP adalah
meningkatkan basis data dan penerimaan pajak. Lebih lanjut, objektivitas amnesti
pajak tertuang dalam UU PP merupakan kumpulan teks-teks.

Kebijakan amnesti pajak beserta peraturan pelaksanaannya merupakan
suatu teks pembacaan* yang bebas oleh semua pihak yang berkepentingan
dengan kebijakan tersebut. Pihak yang berkepentingan adalah WP yang
memohon pengampunan pajak dan pemerintah yang memberikan pengampunan
pajak. Berbagai tanda-tanda (symptom) WP terhadap kebijakan amnesti pajak dari
penyusunan, sosialisasi hingga pelaksanaan yang merupakan suatu teks menjadi
latar belakang penelitian ini. Bahasa teks menciptakan realitas dengan memilah-
milah rangkaian kesatuan ruang dan waktu ke dalam kategori-kategori yang
berubah-ubah (Cavallaro, 2001:31).

Tanda pertama, kebijakan amnesti pajak dan kebijakan-kebijakan yang
terkait memberikan ruang pada masyarakat untuk memaknai berbagai bahasa

teks dalam UU PP. Tanda kedua, manusia yang mengutamakan karakter homo

Tax Avoidance menurut OECD merupakan the arrangement of a taxpayer's affairs that is
intended to reduce his tax liability and that although the arrangement could be strictly legal it is
usually in contradiction with the intent of the law it purports to follow (OECD Glossary of Tax
Terms, 2016).

Tax Evasion mengacu definisi dari OECD adalah lllegal arrangements where liability to tax is
hidden or ignored, i.e. the taxpayer pays less tax than he is legally obligated to pay by hiding
income or information from the tax authorities (OECD Glossary of Tax Terms, 2016).
Pembacaan menurut KBBI adalah proses, cara atau perbuatan membaca.



ekonomikus menyikapi keresahan terkait ketidakjelasan pembacaan teks UU PP
mengarah pada tindakan moral hazard perencanaan pajak untuk menyiasati
amnesti pajak. Tanda ketiga, kebijakan akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (I1Al)
dan kebijakan audit Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menurut pandangan
peneliti tidak sejalan dengan logika akuntansi dan audit. Tanda keempat, berbagai
pihak terkait berpandangan bahwa terdapat beberapa ketidakadilan dalam
kebijakan amnesti pajak. Tanda pertama sampai dengan tanda keempat tidak
terlepas dari filosofi pemikiran pemerintah yang mengutamakan materi (uang)
sebagai pusat kebijakan amnesti pajak. Kebijakan yang mengutamakan materi
tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial.
Uraian berikutnya diawali dari tanda pertama amnesti pajak yang meresahkan
masyarakat.
1.2. Amnesti Pajak Menarik Perhatian Masyarakat

Implikasi pembacaan teks secara bebas terhadap UU PP beserta
peraturan pelaksanaannya menarik perhatian masyarakat. Perhatian yang muncul
dari pembacaan teks UU PP sejalan dengan pandangan bahwa bahasa
mendistorsi karena kata-kata mengganti ide-ide (Cavallaro, 2001:12). Gencarnya
pemberitaan di berbagai media menimbulkan rasa penasaran masyarakat terkait
pembacaan teks terhadap subjek, objek, dan nilai wajar harta yang diungkap.
Pandangan awal dari masyarakat, amnesti pajak diperuntukkan bagi WNI yang
memarkir dananya di luar negeri. Namun, perkembangannya malah menyasar
kepada semua lapisan masyarakat. Bahasa teks UU PP, setiap WP berhak
mendapatkan pengampunan pajak (pasal 3 ayat 1 UU PP), pembacaan teks
subjek pajak merupakan simulakra. Simulakra merujuk sistem Plato tiruan (the
copy) bersifat inferior dibandingkan dengan yang nyata (the real) (Cavallaro,
2001:365; Sarup, 2008:47). Simulakra atas pembacaan teks setiap WP terkait

subjek pajak bahwa realitas nyatanya hanya untuk “pengemplang pajak”.



Perhatian masyarakat semakin meningkat ketika warisan dari orang tua
atau hibah yang diterima WP merupakan objek amnesti pajak. Pandangan
masyarakat tersebut sangat beralasan mengingat dalam UU Pajak Penghasilan
(PPh), warisan dan hibah bukan merupakan objek pajak. Simulakra atas
pembacaan teks UU PPh disandingkan dengan UU PP menyimpulkan bahwa UU
PP bersifat inferior terhadap realitas UU PPh. Penjelasan pemerintah terkait
simulakra atas hubungan yang kompleks antara realitas dan tiruannya dengan
ungkapan UU PP adalah UU yang berhierarki lex specialis.

Pandangan lainnya muncul terkait dengan ketidakpahaman WP yang lalai
melengkapi rincian aset dan utang dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Akibat
kelalaian tersebut harta yang belum dilaporkan dalam SPT merupakan objek pajak
amnesti pajak. Sungguh tidak adil rasanya bagi WP yang selama ini sudah
dipotong pajaknya pada saat menerima gaji, sudah membayar pajak atas bumi
dan bangunan, sudah membayar pajak kendaraan masih harus menebus
kesalahannya karena kelalaian melengkapi daftar aset dalam SPT. Pandangan
WP tersebut memunculkan tindakan-tindakan yang mengarah kepada moral
hazard. Moral hazard WP merupakan respon dari suatu kebijakan yang lahir dari
lingkungan modernitas yang belum memuat rasa keadilan.

1.3. Moral Hazard Perencanaan Pajak Menyiasati Amnesti Pajak

Kebijakan yang lahir dalam lingkup modernitas cenderung mempengaruhi
pandangan para akuntan yang memiliki pandangan berbeda terhadap pajak.
Pandangan dari para akuntan yang memandang pajak adalah beban didasarkan
pada Proprietary Theory. Dalam konsep beban, para pemilik modal melakukan
peningkatan pendapatan income (penghasilan) atau profit (keuntungan) dan
menurunkan expenses (beban) atau losses (kerugian) dalam operasional
usahanya (Chow, 1942). Entity Theory yang merupakan turunan dari Proprietary

Theory memandang bahwa laba diperuntukkan bagi pemerintah, kreditor, dan



pemegang saham. Entity Theory memandang bahwa pajak penghasilan bukan
merupakan beban namun distribusi laba (Parikesit, 2012). Proprietary Theory dan
Entity Theory menjadi acuan akuntan dalam memandang pajak sebagai beban
yang memengaruhi praktik akuntansi dan praktik perpajakan.

Akuntansi merupakan produk buatan atau rekayasa manusia yang sesuai
dengan ideologi dan tujuan hidup yang dimilikinya. Akuntansi didesain sesuai
dengan kepentingan para pemakai dan kepentingan ideologinya yaitu kapitalisme
(Harahap, 2015:17). Pandangan Triyuwono (2015:134) bahwa posmodernisme
memberikan wawasan yang luas, cerdas, dan kritis terhadap fenomena-fenomena
sosial melalui proses praktik-praktik akuntansi dan bisnis dengan cara keluar dari
perangkat logosentrisme kapitalis. Pandangan Proprietary Theory bahwa tujuan
perusahaan dari perspektif pemilik adalah bertujuan untuk meningkatkan
kemakmuran pemilik. Perusahaan dikelola oleh manajemen yang dipandang
sebagai agen, perwakilan atau penugasan pemilik. Proprietor merupakan pusat
yang dilayani oleh ketersediaan informasi akuntansi yang menghasilkan laporan
keuangan (Mulawarman, 2011:70-71).

Laporan keuangan yang disusun dengan mengutamakan self interest para
agen dilakukan dengan upaya-upaya menekan beban pajak “penghindar pajak”.
“Penghindar pajak” memandang pajak sebagai suatu beban bukan merupakan
suatu kewajiban (Mangoting, 1999). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) 46 tentang pajak penghasilan, beban pajak merupakan jumlah
agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan
laba rugi pada suatu periode. Pandangan ini merupakan cerminan dari konsep
laba sesuai dengan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yaitu selisih
antara pendapatan dengan beban. WP akan berupaya untuk meningkatkan
pendapatan dan menekan beban (pajak). Rancangan kebijakan perpajakan yang

berpeluang untuk menekan beban pajak cenderung mendapatkan dukungan dan



dorongan dari WP “penghindar pajak”.

“Penghindar pajak” melakukan tindakan mengoptimalkan laba dengan
meminimalkan beban pajak yang mendorong menajemen melakukan tindakan
pajak agresif (Chen, Chen, dan Cheng, 2010). Hasil penelitian Modigliani dan
Miller (1963) menemukan bahwa pendanaan dari pinjaman bank merupakan
salah satu alternatif yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak.
Beban bunga bank merupakan beban untuk menagih, memelihara, dan
mendapatkan penghasilan menurut UU PPh sehingga diperbolehkan sebagai
pengurang penghasilan kena pajak. Rusydi dan Martani (2014) menyatakan
bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung tidak melakukan
tindakan tax avoidance dengan anggapan bahwa pemilik usaha masih
memegang adat ketimuran. Sebaliknya, hasil penelitian Hadi dan Mangoting
(2014) menemukan bahwa kepemilikan perusahaan yang semakin menyebar
dimiliki oleh publik memberikan kesempatan kepada pengelola perusahaan untuk
melakukan tax avoidance.

Tindakan pengindaran pajak dengan menempatkan dana di luar negeri
sehingga terhindar dari sistem informasi perpajakan nasional merupakan upaya
tax evasion. Penghindar pajak selanjutnya membuat skema pinjaman dana dari
bank luar negeri yang sebetulnya adalah dana pengusaha itu sendiri (Prastowo,
2016). Pernyataan Prastowo membuktikan hasil penelitian dari Gupta dan
Newberry (1997) yang menyatakan bahwa ada kecenderungan perusahaan
melakukan pinjaman bank (leverage) sebagai upaya tax avoidance pada
perusahaan dengan tarif pajak efektif yang tinggi. Hasil penelitian Zalida dan
Martani (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan investor asing berpengaruh
terhadap tax avoidance. Fenomena yang terjadi banyak perusahaan multinasional
(MNC) yang diduga terlibat aktivitas aggressive tax avoidance. Data Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) menyatakan dari 7.000 MNC, hanya sekitar 3.000 yang



patuh membayar pajak (InsideTax Magazine - 26, 2014:63). Seyogyanya DJP
menegakkan tahun penegakan hukum sebagai upaya meningkatkan kepatuhan
MNC (Lako, Kompas 8 Oktober 2016).

Kurang cermatnya antisipasi DJP menghadapi aggressive tax avoidance
berpotensi menyasar kepada WP yang mengikuti program amnesti pajak. Niat baik
DJP untuk mewujudkan amnesti pajak berlandaskan Self Assessment System
dimanfaatkan oleh WP untuk mengungkapkan nilai harta menurut penilaian WP
dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Penelitian Mas’ud, Manaf, dan Saad (2014);
Mohd Rizal Palil dan Fariq (2011); Riahi-Belkaoui, 2004; Saad (2012) menemukan
bahwa implementasi Self Assessment System tidak menjamin adanya ketulusan
dan kejujuran WP mengungkap secara benar lengkap dan jelas kewajiban
pajaknya.

Amnesti pajak yang diimplementasikan dengan Self Assessment System
membuka ruang WP berlindung dibalik Per-11 PJ 2016 yang dengan jelas
menyatakan bahwa DJP tidak akan melakukan pengujian atau koreksi atas nilai
harta yang diungkap WP. Tidak menutup kemungkinan bahwa WP melakukan
perencanaan pajak untuk menyiasati amnesti pajak. Hal ini terkonfirmasi dari
pernyataan Ken Dwijugiasteadi (Direktur Jenderal Pajak 2015-2017) pada saat
membuka acara seminar di kantor HIPMI pada 6 Oktober 2016 bahwa hasil
deklarasi tahap pertama (Juli s.d. akhir September 2016) terdapat Rp.150 triliun
dana tunai WP yang tersimpan di rumah WP, bukan di lembaga keuangan
(Https://[pengampunanpajak.com).

Terdapat kecenderungan bahwa WP yang mengungkapkan harta berupa
uang tunai dalam jumlah besar dalam SPH merupakan tindakan moral hazard
perencanaan pajak untuk menyiasati amnesti pajak. Praktik tax evasion WP tahun
2015 dan periode sebelumnya setelah memperoleh Surat Keterangan

Pengampunan Pajak (SKPP) akan diampuni pemerintah. WP akan melakukan



penyesuaian pembukuan tahun 2016 dengan mengungkap uang tunai dalam SPH,
hal ini merupakan suatu perencanaan pajak untuk menyiasati amnesti pajak.
Pengungkapan uang tunai memiliki risiko paling rendah karena tidak memiliki
dokumen kepemilikan dan sulit ditelusuri mutasinya. Tindakan moral hazard WP
merupakan tindakan yang mencerminkan karakter manusia yang homo
ekonomikus sebagai respon dari kebijakan modernitas. Implikasi amnesti pajak
berikutnya adalah mempertanyakan logika kebijakan akuntansi IAlI dan kebijakan
audit IAPI apakah memberikan pencerahan atau lebih berpihak pada para pemilik
modal yang mengikuti amnesti pajak.
1.4. Melogikakan Kebijakan Akuntansi dan Audit Terkait Amnesti Pajak

Pembacaan teks terhadap harta® yang belum dilaporkan dalam SPT PPh
WP dalam amnesti pajak mencakup harta yang berada di dalam negeri dan di luar
negeri. Nilai harta merupakan dasar pengenaan uang tebusan yang wajib dibayar
oleh WP yang memanfaatkan kebijakan amnesti pajak. Kebijakan amnesti pajak
mengisyaratkan adanya uang tebusan sebesar 4%, 6%, dan 10 %° untuk
deklarasi harta yang diparkir di luar negeri, sedangkan repatriasi dana dari luar
negeri, mengisyaratkan uang tebusan sebesar 2%, 3%, dan 5%’. Besaran tarif
uang tebusan melanggar asas keadilan jika dibandingkan dengan tarif normal
sesuai dengan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPhé.

Perlakuan perpajakan atas selisih nilai harta bersih dengan harta yang

telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dicatat oleh WP yang menyelenggarakan

Harta merupakan akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik
berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk
usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan atau di luar wilayah NKRI (Pasal
1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2016).

4% untuk permohonan tiga bulan pertama sejak UU disahkan, 6 % untuk permohonan tiga
bulan kedua sejak UU disahkan, dan 10% untuk permohonan semester Il sejak UU disahkan.
2% untuk permohonan tiga bulan pertama sejak UU disahkan, 3% untuk permohonan tiga bulan
kedua sejak UU disahkan, dan 5% untuk permohonan semester Il sejak UU disahkan.
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU PPh.
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pembukuan sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca. Harta
tambahan yang diungkapkan WP dalam SPH secara perpajakan tidak boleh
disusutkan untuk harta berwujud dan diamortisasi untuk harta tidak berwujud
(Pasal 14 ayat 2 dan 3 UU No 11 Tahun 2016). Perlakuan harta dalam perpajakan
berbeda dengan pengakuan aset dalam akuntansi.

Pengakuan Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak dalam
PSAK 70 disahkan pada tanggal 14 September 2016. Tanggal efektif PSAK 70
sama dengan berlakunya UU PP, yaitu tanggal 1 Juli 2016. Dalam PSAK 70 diatur
mengenai pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas yang diungkap dalam
SPH dengan dua opsi. Opsi 1° (paragraph 6) opsi bagi entitas untuk mengukur,
menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak secara
retrospektif. Opsi 2 (paragraph 7). (paragraph 10-23) menyajikan secara
prospektif (IAl, 2016). Opsi 2 memberikan panduan bahwa aset pengampunan
pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak pada saat entitas
memperoleh SKPP atau SPH (jika SKPP belum diperoleh). Hanya dengan
dokumen SKPP atau SPH walaupun tanpa dilengkapi dengan bukti transaksi
(seperti nota pembelian) pembukuan entitas atas aset pengampunan pajak sudah
sesuai dengan PSAK 70.

Menurut pandangan peneliti, opsi 2 belum memenuhi logika akuntansi
terkait pengukuran, penyajian, serta pengungkapan aset dan liabilitas. Hal ini
mengesankan upaya IAl menyukseskan amnesti pajak yang cenderung berpihak
kepada para pemilik modal yang mengikuti amnesti pajak. Dewan standar

penyusun PSAK telah dipengaruhi oleh budaya barat yang lebih berpihak pada

9 Opsi 1 (PSAK 70 paragraph 6), pada saat diterbitkannya Surat Keterangan, entitas dalam
laporan posisi keuangannya: a) mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak jika
pengakuan atas aset atau liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK; b) tidak mengakui suatu item
sebagai aset dan liabilitas jika SAK tidak memperbolehkan pengakuan atas item tersebut, dan
¢) mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai
dengan SAK yang relevan.
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pasar modal (Mulawarman dan Kamayanti, 2018). Mengutamakan kepentingan
pemilik modal merupakan upaya mengedepankan materialitas objektif. Laporan
keuangan entitas yang disajikan berdasarkan PSAK 70 pada akhirnya akan diaudit
oleh Akuntan Publik (AP). Kondisi ini mewajibkan IAPI menyelaraskan aturan audit
terkait dengan laporan keuangan entitas pasca mengikuti amnesti pajak.

IAPI melalui Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi menyusun
TJ (Tanya Jawab) 07 tentang Pertanyaan dan Jawaban Isu Audit Terkait Aset dan
Liabilitas Pengampunan Pajak. TJ 07 memberikan ruang kepada entitas yang
memilih pengukuran saat pengakuan awal aset pengampunan pajak sesuai PSAK
70 (paragraph 7) tetap mendapatkan opini tanpa modifikasi (IAPI, 2016). Asersi-
asersi mengenai keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban,
penilaian atau alokasi, penyajian dan pengungkapan (Tuanakotta, 2016:113) tidak
bisa diuji jika entitas menggunakan PSAK 70 opsi 2. Namun, dalam TJ 07
memberikan panduan bahwa dokumen SKPP dapat dijadikan bukti audit yang
tepat atas verifikasi dokumen dalam pengujian substantif. Hanya dengan dokumen
SKPP auditor sudah bisa menguji asersi kelengkapan (completeness),
keberadaan (existence), dan penilaian (valuation) sesuai PSAK 70 (paragraph 10).

Realitas Standar Audit (SA) 500 tentang Bukti Audit tidak bisa dilaksanakan
secara profesional oleh auditor yang tertutup oleh superior amnesti pajak. Hierarki
opini WTP yang merupakan realitas tiruan dalam TJ 07 yang diistimewakan diberi
tanda “silang”. Pemberian tanda “silang” sebagai upaya untuk meruntuhkan
keistimewaan opini WTP yang meminggirkan SA 500 tentang Bukti Audit.
Pengamatan peneliti terhadap TJ 07, IAPI berposisi sama dengan IAl yang
berupaya mensukseskan amnesti pajak dengan lebih berpihak pada entitas
pemilik modal. Implikasi lainnya terkait entitas yang mengikuti amnesti pajak
adalah tanggapan negatif pemegang saham sebagai pengguna laporan audit

entitas.
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Terdapat peluang adanya tuntutan hukum dari pemegang saham minoritas
atau pemegang saham yang sudah melepas sahamnya terhadap pengungkapan
aset entitas yang muncul setelah memanfaatkan amnesti pajak. Mereka merasa
berhak atas aset yang diungkap dalam pengampunan pajak dan merasa tidak
memperoleh informasi keuangan yang sesuai terkait dengan adanya aset yang
tidak disajikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemegang saham minoritas
merasa diperlakukan tidak adil dengan memperoleh informasi yang tidak sesuai
dengan kondisi sebenarnya. Uraian selanjutnya terkait dengan ketidakadilan
batang tubuh dalam UU PP.

1.5. Menelusuri Asas Keadilan dalam UU Pengampunan Pajak (UU PP)

Menelusuri makna keadilan, Aristoteles dalam bukunya Rhetorica
memandang bahwa tujuan hukum pada umumnya adalah menciptakan adanya
keadilan (Brotodihardjo, 2013:26). Menurut pandangan filsuf Aristoteles (384-322
SM), keadilan merupakan kesetaraan perlakuan bagi yang setara, beserta
perlakuan ketidaksetaraan terhadap yang tidak setara. Pada abad ke-18, Adam
Smith (1723-1790) dalam karyanya An Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations menyatakan bahwa pemungutan pajak yang adil harus
memenuhi syarat yaitu: 1) Equality (kesamaan) & Equity (keadilan), 2) Certainty
(kepastian hukum), 3) Convenience of Payment (pajak dipungut pada waktu yang
tepat), 4) Economics of collection (biaya pemungutan) (Smith, 1976). Keadilan
menurut Adam Smith (the four maxims) lebih dikenal sebagai asas pemungutan
pajak formulasi klasik.

Formulasi klasik asas pemungutan pajak Smith mengandung kepincangan
dalam asas-asasnya, belum tuntas, dan masih menyisakan pertanyaan
bagaimana mengukur equality. Selanjutnya John Stuart Mill tahun 1830an
mengungkapkan formulasi yang lebih konkrit bahwa dalam pajak atas pendapatan,

yang menjadi ukuran bukanlah pendapatan itu sendiri, namun gaya pikulnya
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(ability to pay taxes) (Brotodihardjo, 2013:28). Maxim kedua tentang certainty
(kepastian hukum) lebih bersifat pemberlakuan umum dalam bidang hukum, bukan
khusus untuk hukum pajak, sedangkan maxim ke 3 convenience of payment dan
maxim ke 4 economics of collection hanya merupakan petunjuk pelaksanaan.

Menurut Rawls dalam bukunya A Theory of Justice mendefinisikan
keadilan sebagai fairness (justice as fairness) (Rawls, 1999:11). Keadilan ini
memandang tidak ada seorang pun yang diuntungkan atau dirugikan terhadap
pilihan prinsip yang terdapat dalam kontrak sosial (Subroto, 2014). Keadilan
menurut Rawls mengandung asumsi bahwa fairness merupakan pilihan orang-
orang rasional dalam posisi kesetaraan sehingga sekelompok orang harus
memutuskan apa yang menurut mereka adil dan tidak adil (Rawls, 2011:13).
Pemikiran tentang keadilan dari Aristoteles (Yunani) yang mengilhami pemikiran
Adam Smith, yang dikembangkan oleh John Stuart Mill, selanjutnya
mempengaruhi pemikiran Jhon Rawls dijadikan pijakan oleh pemerintah Indonesia
dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perpajakan. Selain asas pemungutan
pajak yang terdapat dalam the four maxims, terdapat asas-asas lainnya yaitu asas
yuridis, ekonomis, dan finansial yang mendasari kebijakan perpajakan di
Indonesia. Hasil penelitian Bagiada dan Darmayasa (2016) mengenai upaya
penyusunan kebijakan amnesti pajak untuk membangun kepatuhan perlu
diniatkan dengan seksama, mengingat pertimbangan utama pemerintah lebih
pada berapa besar pendapatan jangka pendek yang akan diperoleh (lebih
mengutamakan manfaat finansial).

Asas ekonomis dan finansial lebih menonjol dalam penyusunan kebijakan
perpajakan di Indonesia. Hal ini terlihat dari fungsi pajak yang menekankan kepada
fungsi budgetair dan fungsi pengaturan politik perekonomian (Mardiasmo, 2013:1-
2; Rosdiana dan Irianto, 2014:45). Penekanan pada fungsi anggaran dan fungsi

ekonomi mengindikasikan penyusunan  kebijakan perpajakan cenderung
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mengacu kepada pemikiran Adam Smith. Dalam artikel The Nature of Man, Jensen
dan Meckling (1994) mengutip Adam Smith bahwa pada hakekatnya manusia
adalah homo ekonomikus. Manusia dalam hidup dan kehidupan akan selalu
mengejar dan  memaksimalkan  keuntungan  (Doucouliagos, 1994).
Kekhawatirannya adalah kebijakan amnesti pajak yang memaksimalkan
keuntungan untuk memenuhi penerimaan pajak mengabaikan asas keadilan.

Keadilan Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
keadilan yang dijiwai oleh sila keempat, ketiga, kedua, dan sila pertama. UU PP
belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kebijakan amnesti pajak lebih mementingkan pemberian pengampunan kepada
WNI yang memarkir dananya di luar negeri. Selama ini WNI yang memarkir
dananya di luar negeri tidak ikut membangun bangsa, namun hanya karena
bangsa kita membutuhkan dana untuk pembangunan, bangsa kita tunduk kepada
pemilik modal dengan memberikan pengampunan kepada mereka (Latif, 2016).

Dalam berbagai diskusi sosialisasi amnesti pajak terdapat berbagai
pertanyaan yang mengemuka mengenai terlanggarnya asas keadilan WP. Bahkan
sosialisasi UU PP menggunakan istilah amnesti pajak untuk menghindari berbagai
pertanyaan mengenai kapasitas negara dalam hal memberikan pengampunan
kepada WP yang setara dengan Tuhan. Terdapat beberapa asas keadilan yang
dilanggar dalam UU PP yaitu: 1) menabrak prinsip kesetaraan di hadapan hukum
bagi yang memanfaatkan amnesti pajak ataupun yang tidak, 2) pelepasan hak
negara untuk menagih pajak, 3) menabrak UU Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP), 4) tarif tebusan pajak yang tidak berkeadilan vertikal maupun
horizontal, dan 5) belum mampu merumuskan nilai-nilai dalam UUD 1945, pasal
33, pasal 1, yaitu pasal-pasal yang erat dengan demokrasi dan Hak Asasi Manusia
(HAM).

Amnesti pajak sangat jelas terasa bertujuan untuk memenuhi target
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penerimaan pajak jangka pendek (InsideTax Magazine - 26, 2014:15; Ragimun,
2014). Kebijakan amnesti pajak tujuan utamanya adalah repatriasi aset WNI dari
luar negeri ke dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturasi
ekonomi. Terlihat dengan jelas bahwa tujuan utama amnesti pajak adalah
penerimaan pajak.

Penerimaan pajak merupakan suatu objek yang bersifat materi. Amnesti
pajak membangun realitas yang berjarak, yang memisahkan subjektivitas dan
objektivitas. Tujuan amnesti pajak untuk memenuhi target penerimaan pajak yang
tidak tercapai, terlihat jelas merupakan pengarusutamaan objektivitas.
Pengarusutamaan objektivitas merupakan tindakan pragmatis pemerintah atas
kondisi kepanikan dipengujung tahun 2015 (Tambunan, 2015). Tindakan
pragmatis yang mengarusutamakan objektivitas merupakan tindakan yang tidak
sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tindakan pragmatis pemerintah dengan
mengutamakan materi tanpa memperhatikan dari mana asal uang tebusan
amnesti pajak yang akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Tindakan ini berpotensi menjerumuskan negara kita menjadi
Negara Ogoh-Ogoh?®,

1.6. Metafora Negara Ogoh-Ogoh

Metafora digunakan untuk mempermudah pemahaman tentang realita dan
konsep (Kusdewanti, Setiawan, Kamayanti, dan Mulawarman, 2014).
Sebelumnya Morgan (1980) melakukan penelitian yang terkait dengan kritik-kritik
humanis radikal terhadap teori organisasi yang terpenjara oleh metaforanya.
Metafora menjadi penting seiring dengan semakin luasnya kesadaran terkait

bahasa yang tidak sekedar mencerminkan namun juga membentuk realitas

10 Ogoh-Ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan

kepribadian Bhuta Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bhuta Kala merepresentasikan kekuatan
(Bhu) alam semesta dan waktu (Kala) yang tak terukur dan tak terbantahkan (Aristrawati, 2015).
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(Sarup, 2008:68). Metafora yang peneliti gunakan disesuaikan dengan keyakinan
dan pengetahuan peneliti tentang budaya Bali. Realita kebijakan amnesti pajak
yang mengandung ketidakadilan menuai kritik dari berbagai pihak, di antaranya
adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

FITRA dengan tegas menolak kebijakan amnesti pajak yang berpeluang
menarik dana haram dari luar negeri ke APBN. Dana haram jika dikonsumsi tidak
akan memberikan berkah dalam kehidupan. Kebijakan amnesti pajak juga
berpeluang menjadi “karpet merah” bagi para “pengemplang pajak”
(Merdeka.com, 8 Maret 2016). Keyakinan peneliti terkait dengan sifat angkara
murka yang harus dilenyapkan dari diri manusia untuk menghindari menjalar ke
diri manusia lainnya dimetaforakan dengan Ogoh-Ogoh yang dibakar sehari
sebelum melaksanakan catur brata penyepian'! (Aristrawati, 2015; Mandara,
2014). Tidak bisa dibayangkan uang tebusan pajak dari kegiatan “haram”
(terdapat sifat angkara murka) yang terhimpun dalam APBN digunakan untuk
mendanai berbagai kegiatan negara. Miris hati ini mendengar alasan pemerintah,
bahwa kebijakan amnesti pajak tidak melihat sumber dana, baik dana haram,
halal, setengah haram intinya adalah harus bayar pajak (Merdeka.com, 27 April
2016).

Menurut data Global Financial Integrity (2014) terdapat aliran dana haram
yang berasal dari Indonesia ke luar negeri. Aliran dana ke luar negeri sepanjang
lima tahun terakhir bisa mencapai Rp.1.000 triliun. UU PP tujuan utamanya
adalah menarik dana WNI dari luar negeri ke dalam negeri. Niat pemerintah ini

peneliti metaforakan sebagai Negara Ogoh Ogoh. Metafora Negara Ogoh-Ogoh

11 catur Brata Penyepian: (1). Amati Agni adalah tidak menyalakan api serta tidak mengumbar

hawa nafsu, (2). Amati Karya, yaitu tidak melakukan kegiatan kerja jasmani, melainkan
meningkatkan kegiatan menyucikan rohani, (3). Amati Lelungan, yaitu tidak berpergian
melainkan mawas diri, (4). Amati Lelanguan, yaitu tidak mengumbar kesenangan melainkan
melakukan pemusatan pikiran terhadap Ida Sang Hyang Widhi (Mandara, 2014).
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merupakan realitas negara yang memasukkan uang haram yang mengandung
sifat angkara murka ke APBN. Seyogyanya sifat angkara murka berupa amnesti
pajak yang mengutamakan materi dihilangkan (“silang”) untuk mewujudkan
amnesti pajak yang berkeadilan sosial. Metafora Negara Ogoh-Ogoh tentunya
tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia sehingga perlu dipertanyakan
aktualitas Pancasila dalam kebijakan amnesti pajak.

1.7. Mempertanyakan Aktualitas Pancasila dalam Kebijakan Amnesti
Pajak

Pemikiran barat yang digunakan dalam penyusunan kebijakan amnesti
pajak terinspirasi oleh pemikiran Benjamin Franklin. Mengutip Benjamin Franklin
(1706-1790)*2 bahwa “satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah kematian dan
pajak”. Pajak disamakan dengan kematian sebab kematian adalah sesuatu yang
tak dapat dihindari, begitu pula dengan pajak. Pandangan tersebut bermakna
bahwa manusia tidak bisa menghindar untuk bayar pajak. Segala aktivitas yang
ada nilai tambahnya merupakan objek pajak. Setiap kegiatan ekonomi ada potensi
pajak yang harus dibayar, setiap tambahan kemampuan ekonomis menjadi objek
pajak yang diatur dalam hukum pajak materiil yaitu UU PPh. Sebaliknya, tata cara
melaksanakan hukum materiil diatur dalam hukum pajak formil. Hukum pajak
formil yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP** (Mardiasmo,

2013:5), untuk pertama kalinya memuat tentang definisi pajak**.

12 Benjamin Franklin adalah seorang tokoh Amerika Serikat yang terkenal dan telah meninggalkan

banyak karya di dalam hidupnya, lahir pada 17 Januari 1706 di Boston dan meninggal pada 17
April 1790 di Philadelphia.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selanjutnya dalam penelitian ini
disebut UU KUP.

Definisi Pajak sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan pasal 1 (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

13

14
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Peneliti memandang ada yang salah dalam filosofi penyusunan kebijakan
perpajakan di Indonesia yang bermuara pada praktik yang tidak sehat. Hal ini
sudah tidak terbantahkan lagi terbukti dari dimulainya reformasi sistem dan
kebijakan pada tahun 1983 sampai dengan penelitian ini disusun, masalah
tingginya tax evasion dan rendahnya tax ratio tidak berkesudahan. Kebijakan-
kebijakan DJP cenderung menuai protes baik oleh WP, praktisi, bahkan
akademisi. Upaya penyusunan amnesti pajak yang terhindar dari kesalahan
filosofi dengan mendekonstruksi kebijakan amnesti pajak berkeadilan. Ideologi
bangsa Indonesia adalah Pancasila, maka kebijakan amnesti pajak wajib
berlandaskan pada keadilan Pancasila.

Pancasila merupakan filsafat yang idealistis, theis, dan praktis. Idealistis
tercermin dari Pancasila yang mengandung nilai-nilai atau pikiran-pikiran terdalam
tentang kehidupan yang dipandang baik sehingga menimbulkan tekad bagi
bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Theis karena Pancasila merupakan
filsafat yang mengakui adanya kekuasaan Tuhan. Praktis dikarenakan filsafat
Pancasila tidak hanya merupakan kebenaran teoritis namun lebih dititik beratkan
pada bagaimana Pancasila dapat dilaksanakan dalam tingkah laku masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari (Darmodiharjo, 1983:34; Junus, 1969).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi historisitas,
rasionalitas, dan aktualitas pemikiran dari Latif'"> untuk mendekonstruksi amnesti
pajak berkeadilan. Nilai-nilai yang digunakan adalah nilai keadilan Pancasila, yaitu

nilai tepa selira, gotong royong, dan tat twam asi dalam bingkai religiositas. Nilai

15 Yudi Latif lahir di Sukabumi, 26 Agustus 1964. Pernah mondok di Pesantren Modern Gontor
Ponorogo, beliau memperoleh gelar kesarjanaan dari Unpad (bidang komunikasi), dan
Australian Nationality (S2 dan S3, bidang sosiologi politik). Beliau tergabung dalam LIPI pada
tahun 1993 dan pada tahun 1996 menjadi perancang awal pendirian Universitas Paramadina.
Di Universitas Paramadina beliau mendirikan berbagai pusat studi dan sempat menjadi wakil
rektor dalam bidang penelitian, kemahasiswaan, dan pengabdian masyarakat (2004-2007).
Beliau aktif dalam organisasi dan gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan sosial dan
multikulturisme (Latif, 2011:667).
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tepa selira, gotong royong, dan tat twam asi merupakan nilai-nilai humanistik
Pancasila. Nilai keadilan Pancasila tidak terbatas pada nilai tepa selira, gotong
royong, dan tat twam asi. Menurut keyakinan peneliti, ketiga nilai humanistik
Pancasila tersebut yang paling relevan dalam perwujudan keadilan perpajakan
dari sudut pandang otoritas pajak dan WP. Dekonstruksi menggunakan
historisitas, rasionalitas, dan aktualitas menghasilkan konsep amnesti pajak
humanistik religius berkeadilan (HRK1).

Pancasila sudah digunakan sebagai falsafah dalam penyusunan kebijakan
perpajakan. Menurut Soemitro dan Sugiharti (2010:8-27) bahwa kebijakan yang
berkeadilan sudah berdasarkan pada sila-sila dalam Pancasila, yaitu: Sila
pertama, Orang yang beragama tidak hanya memikirkan diri sendiri saja, tetapi
juga memikirkan lingkungan dan masyarakat dimana ia hidup; Sila kedua,
konseptor UU Perpajakan harus berkemanusiaan, harus tepa slira; Sila ketiga,
pajak merupakan alat pemersatu bangsa, yang mengikat bangsa dan memberikan
kehidupan kepada bangsa; Sila keempat, Pasal 23 A UUD 1945 Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU,
dan Sila kelima, Hasil pajak yang berasal dari sebagian kecil rakyat yang
membayar pajak digunakan untuk kepentingan umum.

Dalam naskah akademiknya, UU PP sudah berlandaskan falsafah
Pancasila (DJP, 2016:69) namun belum tercermin dalam konsideran dan pasal-
pasal pelaksanaannya. Menurut peneliti, hal ini belum terimplementasikan dengan
baik maupun seutuhnya, masih sebatas upaya mencari pembenaran dengan
menjadikan Pancasila sebagai falsafah penyusunan kebijakan amnesti pajak.
Untuk memproyeksikan usulan konsep amnesti pajak berikutnya, peneliti

mengembangkan metodologi historisitas, rasionalitas, dan aktualitas dengan
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menambahkan proyeksi preskriptif'®. Proyeksi preskriptif merupakan proyeksi
melalui beberapa tahapan untuk mewujudkan praksis amnesti pajak humanistik
religius berkeadilan (HRK2).
1.8. Motivasi Penelitian

Peneliti meyakini terdapat kesalahan filosofis dalam penyusunan UU PP.
Naskah akademik yang tersedia setelah penyusunan UU PP merupakan salah
satu cerminan ketergesaan penyusunan UU PP. Dalam proses penyusunan
sampai dengan pengesahan UU PP tidak dilakukan secara holistik, sehingga
terkesan kebijakan yang dihasilkan hanya bersifat tambal sulam dalam mengatasi
rendahnya tingkat kepatuhan WP di tengah-tengah tingginya target penerimaan
pajak. Ketergesaan penyusunan dan pengesahan menegasikan landasan filosofis
penyusunan UU PP dalam upaya mewujudkan kebijakan yang berkeadilan sesuai
dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila.

Peneliti meyakini sangat dibutuhkan adanya konsep yang mendasari
penyusunan UU PP berikutnya yang berlandaskan falsafah keadilan Pancasila.
Konsep UU PP berkeadilan dibutuhkan sebagai implikasi sulithnya mewujudkan
kepatuhan pajak sukarela jangka panjang melalui kebijakan amnesti pajak
modernitas. Modernitas yang melekat dalam UU PP menjadi ruh yang
mengantarkan pasal-pasal pelaksanaannya. Sehingga, dibutuhkan suatu upaya
memusatkan nilai keadilan Pancasila yang dimarjinalkan oleh logosentrisme
modernitas.

Adapun motivasi penelitian ini adalah upaya memusatkan nilai keadilan
Pancasila dalam UU PP melalui dekonstruksi. Dekonstruksi yang menggunakan
pemikiran lokalitas historisitas, rasionalitas, dan aktualitas yang selanjutnya

dikembangkan dengan proyeksi preskriptif menjadi historisitas, rasionalitas,

16 Ppreskiptif menurut KBBI adalah bersifat memberi petunjuk atau ketentuan
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aktualitas, dan preskriptif Pancasila. Usulan konsep amnesti pajak yang
humanistik religius berkeadilan peneliti yakini menjadi keniscayaan perwujudan
kepatuhan jangka panjang.

Penelitian terkait dengan dekonstruksi amnesti pajak yang berkeadilan
berlandaskan Pancasila masih sangat terbatas. Penelitian yang tersedia masih
berada dalam tataran kompleksitas kebijakan beserta kepatuhan pajak, yang
selama ini didominasi oleh paradigma positivisme (Riahi-Belkaoui, 2004; Sutanto
dan Tjondro, 2013; Waluyo, 2010). Paradigma positivisme hanya berfokus pada
aspek kognitif (Ludigdo, 2005, 2006) bersifat memverifikasi suatu teori namun
belum bersifat mengonstruksi suatu teori (Triyuwono, 2013).

Penelitian-penelitian tersebut lebih menekankan pada efektivitas kebijakan
beserta persepsi WP terhadap kepatuhan pajak. Penelitian kepatuhan pajak yang
menggunakan paradigma nonpositivisme dilakukan oleh Prianthara (2011);
Widiastuti, Sukoharsono, Irianto, dan Baridwan (2015) dan Widiastuti (2014) yang
menggali pengalaman WP berdasarkan kearifan lokal dan Yadnya!’. Sampai
dengan penyusunan penelitian ini, tahapan kebijakan amnesti pajak telah berakhir
pada 31 Maret 2017, tahapan selanjutnya adalah implementasi kebijakan pasca
amnesti pajak, isu amnesti pajak dan pasca amnesti pajak merupakan isu yang
kontroversial dan isu yang paling mutahir. Kemutahiran dan kontroversial
kebijakan amnesti pajak merupakan salah satu keterbaruan dari penelitian ini.

Penelitian ini melakukan upaya dekonstruksi kebijakan amnesti pajak
humanistik religius berkeadilan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian terkait
amnesti pajak sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif seperti penelitian
yang dilakukan oleh Alm et al., (2009); Bayer, Oberhofer, dan Winner (2015); Bose

dan Jetter (2012). Praktik perpajakan selama ini adalah hasil dari kesalahan

17 Yadnya adalah kegiatan spiritualitas Umat Hindu sebagai perwujudan puiji syukur kepada

pencipta beserta manifestasinya.
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filosofi pemikiran, kesalahan ini berimplikasi pada kesalahan pemikiran yang
diturunkan dalam konsep penyusunan kebijakan amnesti pajak. Peneliti
memandang kesalahan pada tataran praktik harus diluruskan dengan filosofi
berpikirnya.
1.9. Pertanyaan dan Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan motivasi penelitian yang diuraikan
sebelumnya, pertanyaan penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah konsep amnesti
pajak humanistik religius berkeadilan (HRK1) yang dihasilkan melalui
dekonstruksi?, 2) bagaimanakah praksis amnesti pajak humanistik religius
berkeadilan (HRK2)?. Pertanyaan penelitian mengarahkan pada fokus penelitian,
yaitu usulan konsep HRK1 dan preskriptif HRK2. Usulan HRK1 merupakan usulan
konsep amnesti pajak masa berikutnya yang berlandaskan falsafah Pancasila dan
HRK2 merupakan praksis usulan konsep HRK1.
1.10. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang, pertanyaan, dan fokus
penelitian adalah untuk menemukan konsep kebijakan amnesti pajak humanistik
religius berkeadilan yang membumi. Terdapat dua tujuan penelitian yakni
menemukan konsep HRK1 dan preskriptif HRK2. Usulan konsep amnesti pajak
berikutnya yang berlandaskan falsafah Pancasila yang tertuang dalam konsideran
sampai dengan pasal-pasal pelaksanaannya. Usulan konsep HRK1 dibumikan
pada UU PP, kebijakan IAl, dan IAPI dalam bentuk praksis HRK1 (HRK2).
1.11. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini menghasilkan tiga kontribusi, yaitu: kontribusi teori, kontribusi
kebijakan, dan kontribusi praktik. Kontribusi teori pada bidang hukum perpajakan,
akuntansi, dan auditing. Kontribusi kebijakan bagi otoritas pajak dalam menyusun
kebijakan amnesti pajak berikutnya. Kontribusi praktik dalam implementasi

amnesti pajak berikutnya bagi otoritas pajak dan Wajib Pajak.
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